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ABSTRAK 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada tahun 2014 merupakan salah satu 

upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas 

bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi Kualitas pelayanan kesehatan 

yang diberikan oleh tenaga kesehatan di FKTP sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dan 

keberhasilan rujukan berjenjang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur 

review sistematis untuk mengkaji efektivitas program rujukan dalam skema Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia. Sebanyak 45 artikel ilmiah, laporan, dan dokumen kebijakan yang 

diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2025 dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti 

Google Scholar, ScienceDirect, dan portal jurnal nasional. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis guna 

meningkatkan mutu layanan kesehatan nasional melalui sistem rujukan yang efektif dan efisien. Hasil: 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Sistem Rujukan Berjenjang menjadi fokus utama dalam 

literatur, menekankan pentingnya koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 

fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Sistem ini efektif bila didukung oleh kompetensi 

SDM dan sistem informasi rujukan yang memadai, sehingga pasien mendapatkan layanan yang tepat 

waktu dan efisien. Kesimpulan: Secara keseluruhan, studi literatur ini menegaskan bahwa Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah membawa dampak positif dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Program Rujukan Berjenjang, Kajian Literatur. 

 

 ABSTRACT 
The National Health Insurance Program (JKN) which was launched in 2014 is one of the Indonesian 

government's efforts to provide equal and quality access to health services for all people regardless of 

social and economic status. The quality of health services provided by health workers at FKTP 

greatly influences the level of patient satisfaction and the success of tiered referrals. Method: This 

study uses a systematic literature review study approach to examine the effectiveness of the referral 

program in the National Health Insurance (JKN) scheme in Indonesia. A total of 45 scientific articles, 

reports, and policy documents published between 2014 and 2025 were collected from various trusted 

sources such as Google Scholar, ScienceDirect, and national journal portals. Objective: The aim of 

this study is to obtain a clearer picture of the challenges, opportunities and strategic 

recommendations to improve the quality of national health services through an effective and efficient 

referral system. Results: Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Sistem Rujukan Berjenjang menjadi 

fokus utama dalam literatur, menekankan pentingnya koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat 

pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Sistem ini efektif bila 

didukung oleh kompetensi SDM dan sistem informasi rujukan yang memadai, sehingga pasien 

mendapatkan layanan yang tepat waktu dan efisien. Conclusion: Overall, this literature study 

confirms that the National Health Insurance Program (JKN) in Indonesia has had a positive impact in 

increasing the accessibility and quality of health services for the community. 

Keywords: National Health Insurance, Tiered Referral Program, Literature Study. 
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PENDAHULUAN 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada tahun 2014 

merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan akses layanan 

kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status 

sosial dan ekonomi. Melalui skema ini, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan 

mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjutan (FKRTL) dengan sistem rujukan berjenjang yang diatur secara ketat. 

Sistem rujukan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu layanan agar pasien 

mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medis dan meminimalkan beban pada fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan (Khairani et al., 2024). 

Seiring dengan implementasinya, program JKN telah menunjukkan peningkatan 

signifikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Studi di Klinik 

Mata Pandaan, misalnya, mengungkapkan bahwa program JKN mampu meningkatkan 

jumlah kunjungan pasien dan jenis layanan kesehatan yang diberikan, serta meningkatkan 

kepuasan pasien terhadap pelayanan. Namun, efektivitas sistem rujukan sebagai bagian 

integral dari JKN masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat 

pencapaian tujuan universal health coverage (UHC) di Indonesia (Pelayanan et al., 2024). 

Beberapa penelitian mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan sistem rujukan online, 

seperti gangguan jaringan internet yang menyebabkan keterlambatan proses penginputan 

surat rujukan dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur rujukan berjenjang 

yang harus diikuti. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan peserta dan berpotensi menurunkan 

efektivitas program rujukan secara keseluruhan. Selain itu, keterbatasan sumber daya 

manusia dan infrastruktur di FKTP juga menjadi faktor pembatas yang signifikan dalam 

pelaksanaan sistem rujukan (Nurul et al., 2024). 

 Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di FKTP sangat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dan keberhasilan rujukan berjenjang. Ketepatan 

diagnosis, kecepatan pelayanan, serta komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan 

pasien menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Namun, masih ditemukan kesenjangan 

dalam hal penyediaan fasilitas dan pelatihan tenaga kesehatan yang memadai di berbagai 

daerah, terutama di wilayah terpencil (Alayda et al., 2024). 

Selain faktor internal, kebijakan dan sosialisasi program JKN juga memegang peranan 

penting dalam efektivitas sistem rujukan. Kurangnya informasi yang memadai mengenai tata 

cara penggunaan JKN dan prosedur rujukan menyebabkan kebingungan dan ketidakpatuhan 

peserta terhadap mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan 

perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan implementasi sistem rujukan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program (Alayda et al., 2024). 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi 

literatur review yang komprehensif dengan menggunakan metode pengolahan data NVivo, 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program rujukan dalam 

skema JKN di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis guna meningkatkan mutu 

layanan kesehatan nasional melalui sistem rujukan yang efektif dan efisien. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur review sistematis untuk mengkaji 

efektivitas program rujukan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. 

Sebanyak 45 artikel ilmiah, laporan, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan antara tahun 
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2014 hingga 2025 dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti Google Scholar, 

ScienceDirect, dan portal jurnal nasional. Pemilihan literatur dilakukan dengan kriteria 

inklusi yang ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas sumber, serta fokus pada topik 

sistem rujukan dalam JKN. Seluruh dokumen tersebut diimpor ke dalam perangkat lunak 

NVivo versi 12 untuk memudahkan pengelolaan dan analisis data kualitatif secara sistematis 

dan efisien (Pangarso, 2023). 

Analisis data dilakukan dengan metode coding tematik menggunakan NVivo, yang 

memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep yang 

muncul dalam literatur. Proses analisis meliputi pengimporan dokumen, koding bagian-

bagian teks yang relevan, serta penggunaan fitur query dan visualisasi untuk menguji dan 

memetakan temuan utama. NVivo juga mendukung triangulasi data dari berbagai sumber 

sehingga meningkatkan validitas hasil kajian. 

Pendekatan ini mempercepat proses kajian pustaka yang biasanya memakan waktu lama 

dan menghasilkan sintesis temuan yang lebih komprehensif dan terstruktur (Endah et al., 

2020).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut adalah tabel hasil analisis dari NVivo yang mengidentifikasi pola, tema, dan 

hubungan antar konsep yang muncul dalam literatur untuk penelitian berjudul "Efektivitas 

Program Rujukan dalam Skema Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Literatur 

Review" berdasarkan 45 referensi dalam rentang waktu 2014-2025 yang relevan, termasuk 

sumber dari jurnal dan laporan penelitian terkini. 
Bagan. 1 Hasil Analisis Literatur Review dengan NVivo 

 
Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, memberikan panduan yang 

terstruktur dalam memahami efektivitas program rujukan, tantangan yang dihadapi, serta 

langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan berdasarkan literatur dari rentang waktu 

2014–2025. 

1. Tema Utama: Efektivitas Program 

a. Hasil Klinis: Fokus pada pengaruh program rujukan terhadap peningkatan hasil 

klinis pasien. Ini termasuk pengurangan komplikasi, peningkatan diagnosis yang 

akurat, dan efisiensi pengobatan. 

b. Kualitas Pelayanan: Menyoroti bagaimana program rujukan dapat meningkatkan 

pengalaman pasien, waktu tunggu yang lebih singkat, serta koordinasi yang lebih 

baik antara fasilitas kesehatan primer dan lanjutan. 

2. Tantangan Program Rujukan 

a. Aksesibilitas: Tantangan ini terkait dengan kesenjangan geografis, finansial, atau 

administratif yang dapat menghambat pasien mengakses layanan rujukan. 
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b. Ketersediaan Sumber Daya: Termasuk kekurangan tenaga medis, fasilitas kesehatan 

yang tidak memadai, dan kendala infrastruktur yang memengaruhi pelaksanaan 

program rujukan secara efektif. 

3. Rekomendasi 

a. Penguatan Sistem: Mencakup peningkatan integrasi sistem informasi kesehatan, 

penyederhanaan prosedur administratif, dan peningkatan kapasitas fasilitas rujukan. 

b. Pemantauan dan Evaluasi: Membutuhkan kerangka kerja evaluasi yang berkelanjutan 

untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. 

c. Pelatihan: Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan 

agar mampu menangani kasus rujukan dengan baik. 

4. Hubungan Antar Tema 

a. Interaksi Tema: Efektivitas program rujukan secara langsung dipengaruhi oleh 

tantangan yang dihadapi, seperti aksesibilitas dan sumber daya. Rekomendasi yang 

diberikan bertujuan untuk mengatasi tantangan ini, sehingga meningkatkan hasil 

klinis dan kualitas pelayanan. 

b. Pendekatan Holistik: Perlu pendekatan yang menyeluruh dalam mengintegrasikan 

semua elemen di atas untuk menciptakan program rujukan yang berkelanjutan dan 

efektif dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. 
Tabel. 1 Hasil Analisis Literatur Review dengan NVivo 

Pola/ Aspek Tema Utama Konsep Terkait Hubungan Antar 

Konsep 

Referensi 

Sistem Rujukan 

Berjenjang. 

Efektivitas sistem 

rujukan dalam 

JKN. 

Kompetensi 

fasilitas kesehatan 

tingkat pertama 

dan lanjutan, 

sistem informasi 

rujukan, akses 

geografis. 

Sistem rujukan 

berjenjang yang 

didukung sistem 

informasi dan 

kompetensi 

fasilitas 

meningkatkan 

efektivitas 

pelayanan dan 

pengelolaan 

biaya. 

1.(Sinaga et al., 

2021) 

2.(Pelayanan et 

al., 2024) 

3.(Tuarita et al., 

2024) 

4.(BPJS 

Kesehatan, 2014) 

 

5. (Ratnasari, 

2018) 

 

6.(Syarifah et al., 

2024) 

7.(Nasution et al., 

2024) 

Akses dan 

Kualitas Layanan 

Peningkatan akses 

dan kualitas 

layanan 

kesehatan. 

Kunjungan 

pasien, kepuasan 

pasien, kualitas 

layanan, fasilitas 

kesehatan FKTP 

dan FKRTL. 

Peningkatan 

kunjungan pasien 

melalui program 

JKN berbanding 

lurus dengan 

peningkatan 

kualitas layanan 

dan kepuasan 

pasien. 

1.(Sabila et al., 

2024) 

2.(Kania Rizqita 

Dewi et al., 2023) 

3.(Retraningsih, 

2018) 

4.(Fatharani, 

2024) 

5.(Masyarakat & 
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Sriwijaya, 2021) 

6.(S. Basri, 2022) 

 

7.(Astuti & 

Hervidea, 2022) 

Kepesertaan dan 

Pembiayaan 

Cakupan peserta 

JKN, defisit 

anggaran, 

pembiayaan 

program. 

Kepesertaan 

wajib, PBI, defisit 

keuangan, iuran 

BPJS. 

Kepesertaan yang 

luas 

meningkatkan 

kebutuhan 

pembiayaan; 

defisit anggaran 

menuntut 

pengelolaan iuran 

dan sasaran 

peserta yang 

tepat. 

1.(Pramana & 

Chairunnisa Widya 

Priastuty, 2023) 

 

2.(Prabawa et al., 

2024) 

3.(Pribadi & 

Setijaningrum, 

2023) 

4.(Timumun, 

2018) 

5.(Djamhari et al., 

2020) 

6.(Oldistra & 

Machdum, 

2020) 

7.(Prakoso et al., 

2023) 

Hubungan Antar 

Lembaga 

Koordinasi antara 

pemerintah pusat, 

daerah, dan BPJS. 

Desentralisasi, 

kebijakan pusat- 

daerah, kemitraan 

fasilitas 

kesehatan. 

Koordinasi yang 

baik antar 

lembaga 

meningkatkan 

pelaksanaan 

program dan 

pengelolaan 

rujukan secara 

efektif. 

1.(Adolph, 2016) 

 

2.(Retnaningsih, 

2019) 

3.(Kamal, 2020) 

 

4.(Oldistra & 

Machdum, 2020) 

5.(Prasetya et al., 

2024) 

6.(Martira & 

Nursadi, 2020) 

7.(Shubhan et al., 

2018) 

8.(K. Kesehatan & 

Indonesia, 2011) 

Hambatan 

Implementasi 

Kendala 

administratif dan 

teknis. 

Keterlambatan 

klaim, 

kelengkapan 

berkas, SDM, 

infrastruktur. 

Hambatan 

administratif dan 

teknis 

menghambat 

kelancaran klaim 

dan pelayanan, 

mempengaruhi 

1.(Z. Basri et al., 

2021) 

2.(Kamal, 2020) 

 

3.(Prasetya et al., 

2024) 
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efektivitas 

program rujukan. 4. (Astuti & 

Hervidea, 2022) 

 

5.(Sahir & 

Wijayanti, 2022) 

6. (Ode et al., 

2016) 

7.(Utari et al., 

2024) 

8.(Fish, 2020) 

 

9.(Andi Sulaimana 

et al., 2022) 

Evaluasi dan 

Rekomendasi 

Evaluasi 

berkelanjutan dan 

perbaikan 

program. 

Studi literatur, 

penguatan SDM, 

optimalisasi 

sistem informasi, 

kebijakan. 

Evaluasi literatur 

mendorong 

perbaikan sistem 

rujukan, 

peningkatan 

kompetensi SDM, 

dan pemanfaatan 

teknologi 

informasi. 

1.(Sinaga et al., 

2021) 

2.(Nama et al., 

2025) 

3.(Nguru & Ireri, 

2022) 

4. (Kurniawan et 

al., 2016) 

 

5.(Siallagan et al., 

2022) 

 

6.(Gelonita et al., 

2024) 

7.(Nugraheni, 

2015) 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

a. Sistem Rujukan Berjenjang menjadi fokus utama dalam literatur, menekankan 

pentingnya koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas 

kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Sistem ini efektif bila didukung oleh 

kompetensi SDM dan sistem informasi rujukan yang memadai, sehingga pasien 

mendapatkan layanan yang tepat waktu dan efisien. 

b. Akses dan Kualitas Layanan membuktikan bahwa program JKN meningkatkan jumlah 

kunjungan pasien dan kualitas pelayanan, seperti yang terlihat di Klinik Mata Pandaan 

dan fasilitas lain. Kepuasan pasien yang tinggi menunjukkan keberhasilan program 

dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. 

c. Kepesertaan dan Pembiayaan menunjukkan bahwa cakupan JKN yang kini mencapai 

lebih dari 95% penduduk Indonesia menimbulkan tantangan pembiayaan, termasuk 

defisit anggaran. Pengelolaan iuran dan sasaran peserta, terutama Penerima Bantuan 

Iuran (PBI), menjadi kunci keberlanjutan program. 
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d. Hubungan Antar Lembaga penting untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat, 

daerah, dan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan program. Koordinasi ini memperkuat 

implementasi sistem rujukan dan pelayanan yang efektif. 

e. Hambatan Implementasi seperti keterlambatan klaim akibat berkas tidak lengkap, 

keterbatasan SDM, dan infrastruktur menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk 

meningkatkan efektivitas program rujukan dan pelayanan JKN. 

f. Evaluasi dan Rekomendasi dari berbagai studi literatur menegaskan perlunya penguatan 

SDM, optimalisasi sistem informasi, dan perbaikan kebijakan untuk mendukung 

keberlanjutan dan efektivitas program JKN, khususnya dalam aspek rujukan pasien. 

Pembahasan 

Penelitian ini mengkaji efektivitas program rujukan dalam skema Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Program JKN, 

yang mulai diterapkan sejak 2014, bertujuan menyediakan akses layanan kesehatan yang 

merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial 

ekonomi. 

Efektivitas Sistem Rujukan Berjenjang 

Efektivitas sistem rujukan berjenjang dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

di Indonesia menjadi aspek krusial dalam penguatan pelayanan kesehatan primer dan 

pengendalian mutu serta biaya. Sistem ini mengatur alur pelayanan kesehatan mulai dari 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 

Lanjut (FKRTL), dengan tujuan memastikan pasien mendapatkan layanan sesuai kebutuhan 

medisnya. Namun, sejumlah studi mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan 

berjenjang masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya angka rujukan yang 

melebihi standar optimal, keterbatasan jumlah dan kompetensi dokter di FKTP, serta kurang 

lengkapnya data dalam surat rujukan yang berdampak pada kelancaran pelayanan di tingkat 

lanjutan (Setiawati & Nurrizka, 2019). 

Selain itu, faktor pemahaman peserta JKN terhadap mekanisme rujukan berjenjang 

masih perlu ditingkatkan. Banyak pasien yang belum sepenuhnya memahami prosedur 

rujukan sehingga terjadi rujukan atas permintaan sendiri tanpa indikasi medis yang jelas, 

yang berpotensi membebani fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan mengurangi efisiensi 

sistem. Hambatan lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, seperti ketersediaan 

obat-obatan dan infrastruktur, serta kendala administratif seperti keterlambatan klaim dan 

kelengkapan surat rujukan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif kepada 

peserta JKN dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan primer agar sistem rujukan dapat 

berjalan efektif dan efisien (Arifah et al., 2021). 

Meski demikian, literatur juga menunjukkan dampak positif dari penerapan sistem 

rujukan berjenjang, seperti peningkatan akses peserta JKN terhadap layanan spesialis dan 

perawatan yang lebih komprehensif di fasilitas kesehatan lanjutan. Sistem rujukan berjenjang 

juga memperbaiki koordinasi antar fasilitas kesehatan, sehingga proses rujukan dan tindak 

lanjut pasien menjadi lebih terintegrasi dan terorganisasi dengan baik. Peserta JKN 

melaporkan peningkatan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diterima, sekaligus 

mengurangi beban kerja di FKTP sehingga tenaga kesehatan dapat lebih fokus pada 

pelayanan primer dan pencegahan. Dengan demikian, penguatan sistem rujukan berjenjang 

menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program JKN secara keseluruhan (Arifah et 

al., 2021). 
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Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan 

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu capaian 

utama dari implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Melalui 

program ini, pemerintah berupaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dengan 

memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok tidak mampu, mendapatkan 

akses yang lebih mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan esensial. Data menunjukkan 

bahwa sejak 2014, jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 

meningkat signifikan, baik di tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjut, sehingga 

memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, 

kemudahan pendaftaran dan proses klaim yang semakin disederhanakan juga berkontribusi 

dalam mempercepat akses layanan bagi peserta JKN (Prasetyo, 2023). 

Kualitas pelayanan dalam skema JKN juga mengalami peningkatan yang nyata, 

tercermin dari survei kepuasan peserta yang meningkat dari 81% pada 2014 menjadi lebih 

dari 90% pada 2023. Peningkatan mutu ini didukung oleh inovasi layanan seperti digitalisasi 

sistem informasi, program Mobile JKN, dan pengembangan kanal pengaduan yang 

memudahkan peserta dalam memperoleh layanan dan menyampaikan keluhan. Namun, 

tantangan pemerataan kualitas layanan masih ada, terutama di daerah terpencil yang masih 

mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

pelayanan harus diiringi dengan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia agar 

layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata di seluruh Indonesia (Setiawan et al., 2017). 

Secara keseluruhan, program JKN telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan melalui penguatan jaringan fasilitas kesehatan dan penyederhanaan 

proses administrasi. Pemerintah dan BPJS Kesehatan terus berupaya mengatasi hambatan 

seperti ketimpangan distribusi fasilitas dan keterbatasan SDM dengan berbagai strategi 

manajemen dan peningkatan kapasitas. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa program 

JKN tidak hanya memperluas cakupan kepesertaan, tetapi juga memberikan layanan yang 

bermutu dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan Universal Health Coverage yang ingin 

dicapai Indonesia. 

Tantangan Pembiayaan dan Manajemen Program JKN 

Tantangan pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 

Indonesia menjadi isu utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program rujukan. 

Data terkini menunjukkan bahwa pada kuartal II tahun 2024, rasio klaim BPJS Kesehatan 

mencapai 107,93 persen, yang berarti beban klaim melebihi pendapatan iuran. Kondisi ini 

menyebabkan defisit keuangan yang signifikan, di mana dana yang tersedia hanya mampu 

membiayai program selama kurang lebih 3,82 bulan ke depan. Ketidakseimbangan antara 

pendapatan iuran dan beban klaim ini terutama dipicu oleh tingginya utilisasi layanan 

kesehatan, khususnya rawat inap dan rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, serta 

adanya peserta nonaktif yang belum membayar iuran, sehingga arus pendapatan menjadi 

tidak stabil. 

 Selain masalah defisit, manajemen program JKN juga menghadapi tantangan 

administratif dan teknis yang berdampak pada kelancaran pelayanan. Keterlambatan klaim 

dan ketidaklengkapan dokumen rujukan masih sering terjadi, yang menghambat proses 

pembayaran dan pengelolaan dana. Hambatan ini berpotensi menurunkan motivasi tenaga 

medis dan fasilitas kesehatan karena keterlambatan pembayaran insentif dan biaya 

operasional. Di sisi lain, beban ganda penyakit kronis dan katastropik seperti hipertensi, 

diabetes, dan kanker semakin membebani anggaran JKN, sehingga diperlukan pengelolaan 

penyakit yang lebih efektif dan program pencegahan yang lebih intensif agar pembiayaan 

dapat lebih terkendali. 
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Untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan manajemen tersebut, BPJS Kesehatan dan 

pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis. Penguatan sistem akuntansi berbasis 

accrual dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi prioritas agar arus kas dapat 

dikendalikan dengan baik. Selain itu, optimalisasi pendapatan investasi melalui diversifikasi 

portofolio ke instrumen keuangan yang stabil juga dapat menambah sumber dana. Kebijakan 

penyesuaian iuran peserta, terutama bagi segmen pekerja mandiri dan nonaktif, menjadi 

langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program. Dukungan koordinasi lintas sektor 

dan penguatan kapasitas fasilitas kesehatan di daerah juga diperlukan agar pembiayaan JKN 

dapat berjalan efisien dan efektif dalam jangka panjang. 

Koordinasi Antar Lembaga dan Kebijakan 

Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) di Indonesia merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan 

program tersebut. Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga, seperti 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, serta Dewan Jaminan 

Sosial Nasional (DJSN), menjalankan peran regulator dan pengawas yang saling bersinergi 

untuk mengatur kebijakan, pembiayaan, dan pelaksanaan JKN secara terpadu. Namun, 

kompleksitas struktur pemerintahan dan desentralisasi yang berjalan di Indonesia 

menimbulkan tantangan koordinasi, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan 

daerah serta memastikan implementasi yang konsisten di seluruh wilayah (M. Kesehatan, 

2017). 

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya memperkuat koordinasi antar penyelenggara 

jaminan kesehatan semakin intensif dilakukan, salah satunya melalui peluncuran kebijakan 

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) yang diresmikan pada 2024. Kebijakan ini 

mengatur penataan selisih biaya antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan, 

serta memperjelas mekanisme koordinasi iuran dan klaim antar lembaga. Dengan adanya 

pedoman ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara asuransi sosial dan asuransi 

swasta, sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih optimal dan inovatif sesuai kebutuhan 

masyarakat. Selain itu, koordinasi juga diperkuat melalui forum komunikasi seperti Perjaka 

yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan serikat pekerja dan instansi terkait untuk 

meningkatkan kepatuhan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta. 

Meski berbagai inisiatif koordinasi telah dilakukan, literatur menunjukkan bahwa masih 

terdapat tantangan dalam menyatukan berbagai kepentingan dan peran lembaga yang terlibat 

dalam JKN. Peran Bappenas sebagai perencana nasional dan pengawal kebijakan JKN, 

misalnya, belum optimal karena keterbatasan mandat dan perbedaan pandangan antar 

pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan 

komunikasi antar lembaga menjadi sangat penting untuk mengatasi fragmentasi kebijakan 

dan memastikan program JKN berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat 

antar regulator, pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat sistem 

rujukan dan pelayanan kesehatan nasional secara keseluruhan. 

Rekomendasi Perbaikan 

Pelaksanaan Program JKN masih menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan 

perbaikan agar efektivitas sistem rujukan dan layanan kesehatan dapat meningkat. Salah satu 

rekomendasi utama adalah peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, terutama di 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 

(FKRTL). Perbaikan ini meliputi peningkatan ketersediaan obat, sarana prasarana, dan 

distribusi tenaga medis yang merata, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, 

penyederhanaan prosedur administrasi dan klaim juga penting untuk mengurangi hambatan 

birokrasi yang selama ini memperlambat pelayanan dan pembayaran klaim, sehingga 
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meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dan kepuasan peserta JKN (Wahidah & Yusuf, 

2022). 

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme sistem 

rujukan berjenjang perlu diperkuat agar peserta memahami prosedur yang benar dan 

mengurangi rujukan atas permintaan sendiri yang tidak sesuai indikasi medis. Hal ini juga 

berkaitan dengan upaya meminimalisasi diskriminasi layanan antara peserta Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI, sehingga pelayanan dapat berjalan adil dan merata. 

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program JKN juga harus terus ditingkatkan untuk 

membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka 

panjang. 

Terakhir, dari sisi pembiayaan dan manajemen, diperlukan penguatan pengawasan 

terhadap penggunaan dana dan klaim, termasuk penerapan audit medis secara berkala untuk 

mencegah kecurangan dan penyalahgunaan fasilitas. Optimalisasi sistem informasi berbasis 

teknologi juga sangat dianjurkan untuk mempercepat proses rujukan, klaim, dan monitoring 

pelayanan secara real-time. Penyesuaian iuran dan pembatasan paket layanan sesuai 

kebutuhan dasar kesehatan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan keuangan 

program. Sinergi yang lebih erat antar lembaga penyelenggara dan pemangku kepentingan 

juga menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada dan meningkatkan 

efektivitas program rujukan dalam skema JKN. 
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KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, studi literatur ini menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Indonesia telah membawa dampak positif dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan pasien, 

perbaikan fasilitas kesehatan, serta meningkatnya kepuasan peserta merupakan indikator 

keberhasilan program dalam mewujudkan cakupan kesehatan universal atau Universal Health 

Coverage (UHC). Meski demikian, berbagai tantangan seperti defisit pembiayaan, disparitas 

kualitas layanan antar daerah, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga masih 

memerlukan perhatian serius untuk menjamin keberlanjutan program dan memastikan 

manfaat JKN dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Untuk meningkatkan efektivitas program rujukan dalam skema JKN, diperlukan upaya 

perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan sistem rujukan berjenjang, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta 

pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan klaim menjadi kunci utama. Selain itu, 

edukasi masyarakat yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban peserta JKN, serta 

koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, juga sangat penting untuk 

menjamin keberhasilan program dalam jangka panjang. Dengan langkah-langkah strategis 

dan terukur, diharapkan program JKN dapat terus memberikan kontribusi positif bagi 

peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Saran 

Disarankan agar penelitian berikutnya mengkaji lebih rinci tentang integrasi teknologi 

informasi dalam sistem rujukan, termasuk pemanfaatan aplikasi mobile JKN dan sistem 

rujukan elektronik, guna meningkatkan efisiensi proses rujukan dan klaim. Evaluasi terhadap 

implementasi teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi hambatan teknis serta solusi 

inovatif untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi beban administratif di fasilitas 

kesehatan. 
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